Perihal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA | "
Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta (10110) R L I

Dengan hormat i

Memperbaiki permohonan yang telah diajukan pada sidang pertama tanggal 17
Oktober 2016, maka untuk itu kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SYAMSUL BACHRI MARASABESSY
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Nopember 1971
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : JL. Bungur V No. 42 RT.005/005 Kelurahan

Depok Jaya, Kecamatan Pancoranmas, Kota

Depok- Jawa Barat

Sebagai-----cc s e e s s s e oo o Pemohon 1
2. Nama ) : YOYO EFFENDI

‘Tempat Tanggal Lahir . Sukabumi, 15 Aprnil 1963

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat : JLPulojaya RT.005 RW.12 Kelurahan Beji,

Kecamatan Beji — Kota Depok — Jawa Barat .

Sebagal =---=m==mmmmm o oo oo ono oo Pemohon 2
Selanjutnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 disebut--—-----------------=--- Para Pemohon

Dalam hal ini baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak selaku
perorangan Warga Negara Indonesia, dengan ini mengajukan Permohonan

Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan uraian
sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1.1 Bahwa pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
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Tahun 2012 Nomor 117) yang dianggap oleh Para Pemohon bertentangan
dengan ketentuan Pasal 22F ayat (1) UUD 1945;

Bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sebagai batu uji atas
ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa “di suatu daerah
pemilihan®, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan
Umnum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talran 2012 Womor 117), menyatakan . bahwa “Pemilihan umum

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan ADIL
setiap lima fahun sekali.™;

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa “di suatu
daerah pemilihan”, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
Pemilthan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), nyata-nyata TELAH MENJADI
PERYTEBAB TIMBULNYA PENYELENGGARAAN PEMILU YANG TIDAK ADIL
sehingga pemilu yang semestinya dilaksanakan berdasarkan asas atau

prinsip adil sebagaimana amanat konstitusi TIDAK DAPAT DIWUJUDKAN;

Bahwa ketentuan undang-undang yang secara aplikatif tidak sejalan

dengan amanat dan keinginan konstitusi haruslah dinyatakan
bertentangan dengan konstitusi Negara;

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa,

mengadili dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

II.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan Pemohon dalam pengujian

Undang—Undang' adalah pihak yang menganggap hak dan/ateu
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-
Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;
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b. persatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

c. badan hukum publik atau privat; dan

d. lembaga negara.

I1.2. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1} Undang-Undang a
quo, disebutkan yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional adalah hak-
hak yang diatur dalam UUD 1945". _

11.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor
006 /PUU-II/2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-
putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang
apa vang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya
suatu nerma Undang-Undang, yaitu:

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bah;wa hak Lkonstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah
dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diunji; dan
adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak
lagi terjadi.

11.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Para Pemochon berpendapat
terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai
pihak dalam mengajukan permchonan pengujian Undang-Undang, yakni
pertama, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau legal
standing dalam perkara pengujian Undang-Undang. Kedua, adanya
kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya suatu Undang-Undang.

I.5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam -
pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung,
menyebutkan: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI,
terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUUY/ 2003)
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berbagal asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-
Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah,
lembaga negara, dan lain-ain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal
standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun
materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945%,

I1.6. Bahwa Para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang

merasa dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya oleh karena
berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa “di
suatu daerah pemilihan”, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117);

i.7 Bahwa hak dan kewenangan konstitusional Para Pemohon yang telah

1.8

n.Y

dirugikan atau setidak-tidaknya potensial dirugikan oleh karena
berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa “di
suatu dtlzterah pemitihan” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
Pemrilihan Umum Anggota Dewan Perwalkilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), adalah berkenaan dengan hak untuk
memperoleh perlakuarn yang sama di hadapan hukum dan hak untuk bebas
atas perlakuan yang bersifat diskriminatif;

Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “ Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum®;

Bahwa Pasal 281 ayat |2) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak
bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminafif atas dasar apa pun dan

berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu”

11.10 Bahwa oleh karena berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32

sepanjang frasa “di suatu daerah pemilihan’, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, -
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Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117}, hak dan kewenangan
konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh perlakuan yang adil dan

tak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemilu nyata-nyata diabaikan;

IL.11 Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{Lembaran Negara Republikx Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), adalah
pasal undang-undang pemiln yang mengatur tentang penetapan Bilangan
Pembagi Permilihan atau dikenal dengan sebutan BPP Pemilu. Bilangan
Pembagi Pemilihan adalah suatu angka bilangan tertentu yang ditetapkan
sebagai angka pembagl untuk menentukan perolehan lkursi partai politik
baik untuk tingkat DPR RI maupun untuk tingkat DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota; )

il.12 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117),
Bilangan Pembagi Pemilihan untuk menentukan perolehan kursi diperoleh
dari hasil pembegien jumiab swara sah seluruh partai politik yang
memenuhi ambang batas perolehan suara nasional di DAERAH
PEMILIHAN dengan JUMLAH KURSI di DAERAH PEMILIHAN. Artinya,
metode pembagian kursi dengan menggunakan angka BPP berdasarkan
ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 aquo adalah berbasis kepada
Daerah Pemilihan (Dapil} baik jumnlah perolehan suaranya yang dibagi
maupun jumlah kursinya sebagai angka pembaginya. Namun ternyata,
oleh karena metode inilah terjadinya perlakuan tidak adil dan
diskriminatif dalam penyelenggaraan pemilu. Karena metode inilah hak
dan Xewenangan konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh
perlakuan yang sama dalam hukum dan bebas dari perlakuan
diskriminatif dalam penyelenggaraan pemilu dirugikan;

I1.13 Bahwa Para Pemohon merasa diperlakukan tidak adil dan diskriminatif
dalam penyelenggaraan pemilu yang menggunakan sistem BPP tersebut
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Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), yang nyata-nyata
telah menjadi penyebab timbulnya pemilu yang tidak adil terhadap warga
negara selaku pemilih dan keI.;ada partai politik yang dipilih Para
Pemohon. Partal HANURA yang seharusnya memperoleh kursi dari Dapil
Jabar A dimana Para Pemohon menyalurkan hak suaranya menjadi tidak

memperoich kursi akibat adanya ketentuan pasal dan ayat aquo;

Bahwa jika dalam penyelenggaraan Pemilu tidak menggunakan metode
penetapan angka BPP sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 1 angka
31 dan angka 32 sepanjang frasa “di suatu daerah pemilihan® Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuan 2012 Nomor 117),
maka Partai HANURA di Dapil Jabar & akan mempercleh kursi dan
terpilihnyva anggota DFR dari Dapil Jabar 6. Dengan demikian hak suara
Para Pemchon terkonversi menjadi kursi di DPR dan Para Pemohon akan
memilik:{ perwakilan vang akan memgperjuangkan aspirasi dan
kepentingan politik Para Pemohon di parlemen. Dengan terkonversinya
halk sunara Para Pemohon menjadi kursi maka Para Pemochon telah
diperlakukan sama dan adil dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana
perlakuan terhadap hak suara para pemilih yang lain. Pengan demikian
hak dan kewenangan konstitusional Para Pemohon untuk mempercieh
perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dapat terpenuhi dalam
penyelenggaraan pemilu. Namun sangat disayangkan hal itu tidak terjadi
oleh karena ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa “ di
suatu daerah pemilihan’ Undang-Undang Momor 8 Tahun 2012 Tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117} yang telah menjadi penyebab
timbulnya pemilu tidak adil dan diskriminatif terhadap sebagian warga
negara selaku pemilih dan sebagian partai politik selaku peserta pemilu,;

Bahwa kerugian atas hak dan kewenangan konstitusional Para Pemohon
rupanya juga dialami oleh warga negara lain yang sama-sama memberikan
suara pada Pemilu Tahun 2014 lalu. Berdasarkan data KPU RI, jumlah
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suara sah warga negara yang disia-siakan tanpa perwakilan di DPR adalah
sekitar 18.467.564 (Delapan Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh
Ribu Lima Ratus Enam Puluh Em;iat] suara;

11.17 Bahwa oleh karena pihak yang mengalami kerugian konstitusional dalam

penyelenggaraan pemilu bukan hanya Para Pemohon tetapi masyarakat
umum lain maka permohonan Para Pemohon harus dipandang sebagai

E upaya memperjuangkan hak dan kepentingan umum (public inferests

advocncy)  yang sama-sama dirugikan  hak  dam kepentingan

e T

konstitusionalnya oleh karena penyelenggaraan pemilu yang tidak adil dan
diskriminatif;

1.18 Bahwa oleh karena nyata-nyata Para Pemohon selaku perorangan Warga
Negara Indonesia telah mengalami kerugian konstitusional dalam
penyelenggaraan pemilu atau setidak-tidaknya potensial menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian
konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 1 angka 31 dan angka 32
sepanjang frasa “di suatu daerah pemilihan”, Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), serta
permohenan ini diajukan juga dalam rangka memperjuangkan
kepentingan umum, maka oleh karena itu Para Pemochon harus
dinyatakan memiliki kedudukan hukum ( legal standing} sebagai
Pemohon (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003
tertanggal 21 Desember 2004 hlm. 200 dan Putusan Mahkamah
¥onstitusi Nomor 27 /PUU-VII/2009).

; III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN.
I11.1. Bahwa Pasal 22E ayat {1} UUD 1945 berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan

: secara langsung, umum, bebas, rahasia, jufur, dan adil setiap lima tahun
' sekali®. -

I11.3.Bahwa pengertian asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana °
dimaksud dalam ketentuan Fasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara gamblang
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¥

Pemilu mendapat berlakuan yang samd, serta bebas darl kecurangan

pihak mana pun.

1.5 Bahwa berdasarkan konstitusi, Pemilu diselenggarakan dengan menjamin
prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia
dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan
menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat
hingga ke daerah. Pertanyaannya adalah, apakah prinsip keterwakilan dalam
penyelenggaraan Pemilu sudah dapat direalisasikan jika faktanya dalam
setiap penyelenggaraan pemilu masih terdapat jutaan orang warga Negara
tidak memiliki perwakilan di lembaga perwakilan?

1.6 Bahwa berdasarkan konstitusi, Pemilun diselenggarakan dengan menjamin
prinsip keadilan, yang artinya setiap Pemilih dan Partai Politik selaku Peserta
Pemilu dalam penyelenggaraan pemilu dijamin untuk mendapat perlakuan
yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Pertanyaannya
.adalah, apakah prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu sudah dapat
diwujudkanlsmentara berdasarkan fakia masih terdapat jutaan Pemilih dan
mendapat perlakuan diskriminatif? Apakah prinsip keadilan sudah dapat
ditegakan sementara masih ada partai politik yang diperlakukan secara tidak
adil dalam pembagian kursi?

[i.7 Bahwa seorang warga negara dapat dikatakan memiliki perwakilan apabila
hak suaranya pada penyelenggaraan pemiln dikonversi menjadi “kursi” di
pariemen. Jika suara warga negara yang telah disalurkan lewat pemungutan
suara di pemilu tidak dikonversi menjadi kursi di parlemen, maka itu berarti
warga negara tersebut tidak memiliki perwakilan di lembaga perwakilan. Jika
dalam penyelenggaraan pemilu masih terdapat suara warga Negara yang
tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen maka berarti pemilu tersebut
belum menjamin prinsip keterwakilan sebagaimana konsep yang dianut oleh
konstitusi Negara;

L8 Rahwa berdasavkan fakta, nyata-nyata prinsip keterwakilan dan prinsip
keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum selama ini BELUM DAPAT
DIWUJUDKAN SECARA MAKSIMAL. Adapun faktanya sebagai berikut:

1. Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, jumlah suara rakyat yang disia-
siakan atau dibuang percuma tanpa dikonversi menjadi kursi di parlemen

adalah sebanyak 18.467.564 (Delapan Belas Juta Empat Ratus Enam
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Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat) suara. Suara sah warga
negara yang terbuang sia-sia itu- berasal dari daerah-daerah pemilihan
yang tidak mendapat kursi partai politik yang memenuhl ambang batas
perolehan suara yaitu Partai Nasdem = 3.479.340 suara /42 Dapil, Partai
Kebangkitan Bangsa = 2.168.292 suara/35 Dapil, Partai Keadilan
Sejahtera = 2.442.196 suara/ 37 Dapil, PDI Perjuangan = 374.669
suara/6 Dapil, Partai Golkar = 187.966 suara/2 Dapil, Partai Gerindra =
532.266 suara/5 Dapil, Partai Demokrat = 1.505.905 suara/19 Dapil,
Partai Amanat Nasional = 2.062.309 suara/28 Dapil, Partai Persatuan
Pembangunan = 2.519.530 suara/38 Dapil, dan Partai Hati Nurani
Rakyat = 4.196.091 suara/61 Dapil. Dengan terbuangnya suara sah
warga Negara sebanyak 18.467.564, maka berarti sebanyak delapan belas
juta lebih warga negara Indonesia TIDAK MEMILIKI PERWAKILAN DI
LEMBAGA LEGISLATIF. '

2. Pada Pemilu Legislatifi Tabun 2014, masih terdapat Partai Politik
diperlakukan secara tidak adil dalam hal pembagian kursi. Terdapat dua
partai politik yang mengalami perlaltuan diskriminatif yaitu Partai Hati
Nurani Rakyat dan Partai Nasdem. Kedua partai politik tersebut
diperlakukan secara tidak adil oleh karena seharusnya memperoleh kursi
lebih besar dari perolehan kursi saat ini. Partai HANURA seharusnya
memperoleh 30 kursi bukannya 16 kursi dan Partai Nasdem seharusnya
memperoleh 39 kursi bukannya 35 kursi.

Bahwa pemilihan umum dapat dinilai sebagai pemilu yang adil jika pemilu
dilaksanakan secara berintegritas dengan menjunjung tingegl priasip
kesetaraan dan ‘keadilan bagi segenap pihak yang terlibat dalam
penyelenggaréah pemilu yakni warga negara selaku pemilih dan partai politik
selaku peserta pemilu. Itulah makna substansi dari amanat ketentuan Pasal
22F ayat (1) UUD 1945;

Bahwa pemilihan umum dapat dikatagorikan sebagai pemilu yang adil
apabila pemilu tersebut dapat menjamin kesetaraan dan perlakuan yang
sama terhadap seluruh warga negara yang bertindak selaku pemilih. ’
Seluruh pemilih harus mendapat jaminan hukum untuk diperlakukan adil
dan setara sehingga hak suaranya yang telah disalurkan pada saat
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pemungutan suara di tempat pemungutan suara diperlakukan sama tanpa
diskriminatif;

Bahwa perlakuan yang sama dan setara tanpa diskriminasi dalam
penyelenggaraan pemilu hanya Japat dirasaian oleh seluruh warga negara
apabila tidak ada lagi suara pemilih yang sia-sia atau diabaikan. Tidak
adalagi hak suara warga Negara vang telah disalurkan secara sah di tempat
permanguian suara dibuang percuma tanpa dilibatkan dalam proses
konversi suara menjadi kursi. Artinya, seluruh suara warga negara yang
telah disalurkan lewat TPS serta telah dinyatakan sah oleh penyelenggara
pemilu seluruhnya harus terkonversi menjadi kursi di parlemen sehingga
oleh karenanya setian warga negara memiliki perwakilan di lembaga negara
dan pemecrintahan khususnya di lembaga legislatif untuk memperjuangkan
aspirasi dan kepentingannya;

Bahwa apabila dalam penyeienggaraan pemilu masih ada suara warga
Negara vang disia-siakan tanpa terlibat dalam proses konversi suara
menjadi kursi maka sesungguhnya dalam penyelenggaraan pemilu tersebut
masih terdapat perlakuan tak adil dan diskriminatif. Maka oleh karenanya
pemilu demikian tidak dapat dikatagorikan sebagai pemilu yang adil
sebagaimana amanat dan keinginan konstitusi negara;

Bahwa timbulnya perlakuan diskriminatif terhadap warga Negara yang
menyebabkan tersia-sianya suara rakyat dalam pemilu menurut pendapat
Para Pemohon adalah akibat KEKELIRUAN METODE PENETAPAN ANGKA
BILANGAN PEMBAGI PEMILIHAN yang diatur oleh ketentuan Pasal 1 angka
31 dam angka 32 sepanjang frasa “di suatu daerah pemilihan”, Undang-
Undang Nomor & Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat ’
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117},
Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP} ditetapkan
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berdasarkan HASIL DARI 'PEMBAGIAN JUMLAH SUARA SAH SELURUH
PARTAI POLITIK YANG MEMENUHI AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA
DI SUATU “DAERAH PEMILIHAN” DENGAN “ALOKASI KURSI DI DAERAH
PEMILIHAN". Berdasarkan metode ini, angka BPP pada setiap Daerah
Pemilihan berbeda-beda satu dengen lainnya. Angka BPP Dapil Jabar 6
berbeda dengan angka BPP Dapil Jabar 7 dan berbeda dengan SPP Dapil
Jabar 8. Begitu seterusnya, setiap Dapil memiliki BPP yang berbeda;

Bahwa dampak dari metode yang keliilu dalam menetapkan angka BPP
tersebut sebagaimana Pemohon uraikan tersebut diatas yaitu telah
mengakibatkan jutaan suara sah warga Negara tidak terkonversi menjadi
kursi, jutaan warga Negara tidak memiliki perwakilan di parlemen, jutaan
warga negara diperfakukan secara diskriminatif, dan partai politik sebagal
peserta pemilu yang harus mendapat perlakuan adil dan setara turut
menjadi korban; :

Bahwa untuk menciptakan pemilu yang tidak lagi menyia-nyiakan suara
rakyat, meniadakan perlakuan diskriminatif terhadap warga Negara selaku
pemilih pemilu, serta dapat memberikan rasa keadilan bagi segenap pihak
yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu termasuk di dalamnya partai
politik selaku peserta pemilu, maka solusinya adalah dengan cara

MENGUBAYT METODE PENETAPAN ANGKA BILANGAN PEMBAGL
PEMILIHAN;

Bahwa agar suara rakyat yang telah dinyatakan sah seluruhnya terlibat
dalam proses pembagian kursi sehingga oleh karenanya tidak ada satu
suarapun yang terbuang sia-sia, maka metode penetapan angka Bilangan

Pembagi Pemilihannya yang harus digunakan adalah:

1. Untuk kursi DPR RI, Bilangan Pembagi Pemilihan DPR RI diperoleh dari
hasil pembagian JUMLAH SUARA SAH SELURUH PARTAI POLITIK
SECARA NASIONAL dengan JUMLAH KURSI DI DPR RI. Misalnya dalam
Pemilu 2014 laiu, angka BPP DPR RI adalah:

- Jumlah suara sah Partai Politik yang memenuhi ambang batas .
perolehan suara secara nasional = 122.003.647 suara,;
- Jumlah kursi DPR Rl = 360
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- Penetapan angka BPP adalah .: 122.003.647 suara /560 kursi =

217.864;
- Maka Angka BPP kursi DPR RI secara nasional adalah : 217.864 (dua

ratus tujuh belas ribu delapan ratus enan puluh empat) suara;

2. Untuk kursi DPRD Provinsi, Bilangar. Pembagi Pemilihannya diperoleh

dari hasil pembagian JUMLAH SUARA SAH SELURUH PARTAI POLITIK DI
TINGKAT PROVINSI dengan JUMLAH KURSI DI DPRD PROVINSI;

3. Untak kursi DPRD Kabupaten/Kota, Bilangan Pembagi Pemilihannya

diperoleh dari hasil pembagian JUMLAH SUARA SAH SELURUH PARTAI
POLITIK DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA dengan JUMLAH KURSI DI
DPRD KABUPATEN/KOTA;

Bahwa dengan metode penetapan angka BPP sebagaimana Pemohon

uraikan diatas, maka terciptalah BPP TUNGGAL untuk setiap tingkat

pemilihan mulai dari tingkat DPR RI hingga tingkat provinsi/
kabupaten/kota dan berlaku untuk seluruh partai politik peserta pemilu.
Dengan "metode BP? Tunggal harga satu kursi untuk selarab partai politik
peserta pemilu sama dan setara nilainya. Dengan metode BPP Tunggal
seluruh suara sah warga negara akan terkonversi menjadi kursi sehingga
tidak akan ada satu suarapun terbuang dan sia-sia. Dengan metode BPP
Tunggal seluruh suara warga Negara dilibatkan dalam proses
penghitungan suara dan proses konversi suara menjadi kursi. Dengan
metode BPP Tunggal tidak aka nada lagi pemilih yang diperlakukan secara
diskriminatif. Dengan metode BPP Tunggal seluruh partai politik akan
memperoleh keadilan. Dengan metode BPP Tunggal prinsip pemilu adil

dan keterwakilan benar-benar dapat ditegakan secara maksimal;

IlI.19 Bahwa seba-gai itustrasi, dengan menggunakan metode BPP Tunggal, maka

proses pembagian dan penetapan perolehan kursi DPR RI pada Pemilu
Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Jumiah suara sah secara nasional = 124.972.491 suara.

2. Jumlah suara sah partai politik yang tidak memenuhi ambang batas -
perolehan suara secara niasional = 2.968.844 suara.

3. Jumlah suara sah secara nasional yang dikonversi menjadi kursi =
124.972.491 - 2.908.844 = 122.003.647 suara.
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Jumlah Kursi DPR RI yang diperebutkar = 560 kursi.

Maka angka BPP Tunggal = 122.003.647 :

dibulatkan menjadi 217.864.
Angka BPP Tunggal = 217.864

560 kursi

= 217.863,65

Dengan menggunakan BPP Tunggal tersebut diatas maka pembagian dan
perolehan kursi masing-masing partai politik yang memenuhi ketentuan

Parliementary Threshoid pada Pemilu Tahun 2014 lalu adalah sebagaimana

TABEL 1 dan TABEL 2 di bawah 1ni:

TABEL 1 : PEMBAGIAN DAN PENETAPAN KURSI DPR RI TAHAP [

b | PDI Perjuangan 35661.471 | 217.864 - 108 152158
2 | Goker 18432312 | 217.864 &4 131766
3" | Genndra 14760371 | 217.864 67 163483
B Demokrat 12728913 | 317,864 58 92901
£ | PKB 11,280,957 | 217.884 51 187893
§ | PAN 5481621 | 217.664 a3 113469
7 TPRS 8480204 | 217.864 38 301373
G 8157488 | 217.864 37 96520
¢ | Nasdem 8402812 | 217664 38 125080
10 | Hanura 6570408 | 217.864 30 43578
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN KURSI DPR RI TAHAP 11

“3. | PDi Perjuangan 6 152159 1
7. | Goear 5 131736 1
3. | Gerndra 4 163.483 1
4. | Demokrat 3 92.801 0
5. | PKB 3 187.893 1
5 [ PAN 2 113,466 )
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7. PRy 2 201.372 . 1 1
8. PPP 1 96.520 0
9. Nasdem 1 123.980 6 1 J
10. | Hanura o] 43.578 10 0

Dengan menggunakan BPP Tunggal maka masing-masing Partai Politik
akan memperoleh kursi DPR RI sebagaimana TABEL 3 dibawah ini.

TABEL 3 : PEROLEHAN KURSI DPR RI MASING-MASING PARTAI POLITIK.

el sul, %fmwe ‘

1 PDI PERJUANGAN | 23.681.474 T R 109
3 GOLKAR 18432312 84 1 85
3 GERINDRA 14.760.371 67 1 o8
) DEMOKRAT 15728913 58 0 58
5 PAN 5.481.621 43 0 a3
3 oKE 11208957 51 1 )
7 PKS 8.480.204 38 3 39
8 PPP 8.157.488 37 0 37
5 NASDEM 8402812 38 i 35
10 TANURA 6579498 30 0 30

II1.20 Bahwa dengan menggunakan BPP Tunggal, maka nilai dan harga kursi DPR
RI setara dan sama untuk setiap partai politik. Jumlah kursi yang diperoleh
partai politik seimbang dengan jumiah suara yang diperolehanya. Seluruh
suara warga negara dilibatkan dalam proses konversi suara menjadi kursi
sehingga 1ak ada seorangpun warga Negara yang telah memberikan suaranya
dalam pemilu tidak memiliki perwakilén di parlemen. Seluruh warga Negara,
tanpa kecuali, yang telah suka rela memberikan hak suaranya melalui
pemungutan suara akan dikonversi menjadi kursi di parlemen sebagai
sarana untuk memperjuangan aspirasi dan kepentingan politik selaku warga
Negara yang berhak memperoleh kehidupan yang adil dan sejahtera;

1[[.21 Bahwa menurut hemat Para Pemohon, kekeliruan metode penetapan BPP
berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota
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Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 117), bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

Bahwa selanjuinya apabila ketentwanm a gquo masih digonakan dalam
penyelenggaraan pemilu berikutnya, maka pemilu yang adil sesuai amanat
dan keinginan konstitusi negara tidak akan pernah tercapai. Dalam rangka
mengantisipasi dan mencegah terulangnya kembali peristiwa itu, maka
ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa “di suafu daerah
pemilihan” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 117), harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD
1945.

Bahwa oleh karena suara rakyat adalah yang menentukan keberiangsungan
negara dan pemerintahan, maka ke depan tidak boleh terjadi lagi
penyelenggaraan pemilu yang hasil akhirnya hanya mencederai hak politik
Takyal. Mak.a oleh karenanya segala Ketentuan undang-undang pemila yang
menyebabkan suara rakyat dikebin, lenyap, terbuang, dan sia-sia dalam
penyelenggaraan pemilu adalah bertentangan dengan ketentuan UUD 1945
dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahwa perubahan ketentuan undang-undang pemilu baik secara formil
maupun materiil mutlak diperlukan jika dipandang belum memberikan
jaminan hukum akan tercapainya t{ljuan ideal penyelenggaraan pemila yang
demokratis sesuai keinginan konstitusi Negara.

Bahwa permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar 1945 yang pemohon ajukan ke  hadapan yang mulia majlis hakim
Mahkamah Konstitusi ini selain bertujuan untuk melindungi kerugian hak
konstitusi pemohon, juga merupakan salah satu bentuk pertanggung
jawaban moril seorang warga negara yang ingin memberikan sumbangan
pemikiran kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui upaya perbaikan
dan peningkatan lualitas penyelenggaraan pemilihan umum demi wujudnya .
kehidupan demokrasi vang semakin baik dari waktu-kewaktu.



A ALK

V. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang tel‘;h diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon
bermohon kepada Yang Mulia Ketua dan Maijelis Hakim Mahkamah Konstitusi
menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo dengan menjatuhkan putusan
dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,

2. Menyatakan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa “di suatu daerah
pemilihan” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 117), bertentangan dengan Pasal 22E ayat.(1) UUD 1945;

w

Menyatakan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa “di suatu daerch
pemilihan”, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwalkilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 117), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Repnblik Indonesia

sebagaimana mestinya. .

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim
Konstitusi dapat memutus yang seadil-adilnya (ex cequo et bono).

Depok, 27 Oktober 2015

Pemohon 1 Permnohon 2

Syard$ul Bachri Marasabessy Yoyo ffendi



